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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JANUARI 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/ISK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Januari 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Januari 2019

~ Nama ma  Jenis Keputusan  Ting
Pelapor  Terlapor dan/atau

tindakan yang
e S iDiloporkan: S
i 2 I 5 g 5 6
¥ Januari Nihil Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Januari 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Januari 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait
benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat
maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

Januari 2019

or Pengawasan

~ABD. HAKIM, MHI.
IP.19610831.198703.1.003
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : FEBRUARI 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/I/ISK/2019  tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B.Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Februari 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Februari 2019

s g
Terlapor

Februari Nihil Nihil Nihil Nihil

:::::



Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Februari 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Februari 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait
benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat
maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dar segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : MARET 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/ISK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Marert 2019 sebagai berikut

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Maret 2019

 dan/atau
fibdgkan yatg o

B e e N




Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Maret 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Maret 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait
benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat
maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : APRIL 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/ISK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan April 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan April 2019

Jenis Keputusan
dan/atau-

April Nihil Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan April 2019

FNO Tindakan Lanjut Tanggal
‘ 1| 2 “ 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
April 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait
benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat
maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

Drs. ABBHAKIM, MHI.
NIP. 19610831.198703.1.003
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : MEI 2019

. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung Rl telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B.Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Mei 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Mei 2019

“Bulan ~ Nama ~ Nama  Jenis Keputusan Tindak lanjut

3
Mei Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Mei 2019

No

Tindakan Lanjut Tanggal
2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Mei 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri  dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JUNI 2019

. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Juni 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Juni 2019

2 3 4 5 6
Juni Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Juni 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Juni 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan  Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

NIP. 19610831.198703.1.003
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JULI 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Juli 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Juli 2019

 tindakan yang

~ Dilaporkan

Juli Nihil Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Juli 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Juli 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

Drs” ABD. HAKIM, MHI.
NIP. 19610831.198703.1.003
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : AGUSTUS 2019

. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Agustus 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Agustus 2019

n  Nama = Nama  Jenis Keputusan
Pelapor  Terlapor danfatau

Agustus Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Agustus 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Agustus 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait
benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat
maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

Koorglingtor Pengawasan

§. ABD. HAKIM, MHI.
NIP. 19610831.198703.1.003
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : SEPTEMBER 2019

. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/ISK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B.Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan September 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan September 2019

- Nama ama  Jenis Keputusan
Pelapor  Terlapor ~  dan/atau

_tindakan yang
__ Disporkan

I September Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan September 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
September 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait
benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat
maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan datam

tugas/fungsi utama.
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : OKTOBER 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung R! telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi ped‘oman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tiﬁggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.Ob/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggt Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Oktober 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Oktober 2019

Ror..

| Dilaporkan

Oktober Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Oktober 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Oktober 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait
benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat
maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam
tugas/fungsi utama.

Kupang, 31 Oktober 2019

Koordinator Pengawasan,

rs. H. ABDULLAH, SH.,MH.
NIP. 19600316.198903.1.001
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : NOPEMBER 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Nopember 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Nopember 2019

" Nama Jenis Keputusan  Tir
Pelapor Terlapor - dan/atau’

o 't_i'ra_dakan yang
: Dilaporkan |
2 3 4 ¥ 5 6

|| Nopember Nihil Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Nopember 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Nopember 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait
benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat
maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri  dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam
tugas/fungsi utama.

Kupang, 30 Nopember 2019

Koordinator Pengawasan,

. rs. H. ABDULLAH, SH.,MH.
NIP. 19600316.198903.1.001
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : DESEMBER 2019

. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/1I/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B.Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R! Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindaklanjut

Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan  benturan  kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Desember 2019

Nama Nama Jenis Keputusan Tinda
Pelapor Terlapor ~  dan/atau la

tindakan yang
ok Dilaporkan
4 2 3 5 4 B 7
" Desember  Nihil Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Desember 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi serta Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Desember 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait
benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat
maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam
tugas/fungsi utama.

Kupang, 31 Desember 2019

Koordinator Pengawasan,

~Drs. H. ABDULLAH, SH.,MH.

'NIP. 19600316.198903.1.001
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JANUARI 2020

. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor S9A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dj
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur  Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/I/SK/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan tindaklanjut atas
pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama

Nusa Tenggara Timur.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Laporan Hasil Tindak lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan

Pelaksanaan Laporan tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan
dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Januari
2020 sebagai berikut :

Tabel 1 . Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : Januari 2020

No Tindakan Lanjut Tanggal

NIHIL




D. Rekomendasi,

Dari hasil Laporan Tindaklanjut atas penanganan Benturan Kepentingan
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan Januari 2020
tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL) terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa TenggaraTimur. Akan tetapi tetap
perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen pejabat dan pegawai
Pengladilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur agar terhindar dari segala
macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

—Kypang, 31 Januari 2020

. KBO?d\'i{f;\}ltor Pengawasan,

\ &

W ABDULLAH, SH. MH.
14600316.198903.1.001
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : FEBRUARI 2020

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government)
dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di
lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka
penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya
pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari
pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya Bawahnya termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa

Tenggara Timur dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Di Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur Nomor : W23-A/376/KP.OT.00/11/SK/2020 tanggal 14
Februari 2020 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan tindaklanjut atas
pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Rl Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan
Benturan Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
59A/SekSK/11/2014 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Laporan Hasil Tindak lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan

Pelaksanaan Laporan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Februari 2020 sebagai berikut :

Tabel 1 . Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : Februari 2020

No Tindakan Lanjut Tanggal

NIHIL




D. Rekomendasi.

Dari hasil Laporan Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk
bulan Februari 2020 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL)
terkait benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh
pejabat maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa TenggaraTimur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya  diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat
Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan
diri dalam melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan dalam tugas/fungsi utama.

Kupang, 28 Februari 2020
& Kedfdinator Pengawasan,

A
/-_I‘/ - \ ‘.'_,\
S A2y \e
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : MARET 2020

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government)
dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di
lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka
penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya
pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari
pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya Bawahnya termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/201 4 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Di Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur Nomor : W23-A/376/KP.OT.00/1l/SK/2020 tanggal 14
Februari 2020 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan tindaklanjut atas
pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur. .




D. Rekomendasi.

Dari hasil Laporan Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk
bulan Maret 2020 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL)
terkait benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh
pejabat maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa TenggaraTimur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya  diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat
Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan
diri dalam melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan dalam tugas/fungsi utama.

Kupang, 31 Maret 2020
Koordinator Pengawasan,

Drs. H. ABDULLAH, SH. MH.
NIP. 19600316.198903.1.001

e ——— —— e ——————— - ——— - —— —



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan
Benturan Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
59A/SekSK/11/2014 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Laporan Hasil Tindak lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan

Pelaksanaan Laporan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan Maret 2020 sebagai berikut :

Tabel 1 . Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : Maret 2020

No Tindakan Lanjut Tanggal

NIHIL
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LAPORAN TINDAKLANJUT ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : APRIL 2020

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government)
dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di
lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka
penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya
pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari
pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya Bawahnya termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Di Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur Nomor : W23-A/376/KP.OT.00/Il/SK/2020 tanggal 14
Februari 2020 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan tindaklanjut atas

pelaksanaan__penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan
Benturan Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
59A/SekSK/11/2014 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Laporan Hasil Tindak lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan

Pelaksanaan Laporan tindaklanjut atas penanganan benturan
kepentingan dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur bulan April 2020 sebagai berikut :

Tabel 1 . Hasil Tindak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : April 2020

No Tindakan Lanjut Tanggal

NIHIL




D. Rekomendasi.

Dari hasil Laporan Tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk
bulan April 2020 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan (NIHIL)
terkait benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh
pejabat maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa TenggaraTimur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya  diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat
Pemyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan
diri dalam melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan dalam tugas/fungsi utama.

Kupang, 30 April 2020
Koordinator Pengawasan,

, H. ABDULLAH, SH.,MH.
NIP. 19600316.198903.1.001
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